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ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi problematika putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 62/PUU-XXI1/2024 tentang penghapusan presidential threshold terhadap
perkembangan demokrasi di Indonesia ditinjau melalui perspektif Siyasah
Dustiiriyyah. Putusan tersebut menghapus ambang batas suara bagi calon presiden,
sehingga membuka peluang lebih luas bagi partai politik untuk mengusung
kandidat, yang berpotensi memperkuat atau mengubah dinamika demokrasi
nasional. Tujuan penelitian adalah menganalisis bagaimana perubahan ini
memengaruhi kontestasi politik dan partisipasi masyarakat, serta keselarasannya
dengan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan musyawarah.

Penelitian ini berjenis kualitatif dengan metode yang digunakan adalah
analisis yuridis-normatif, dengan pokok putusan Mahkamah Konstitusi sebagai
sumber utama. Pendekatan ini dikombinasikan dengan teori demokrasi oleh Robert
Dahl, yang menekankan kontestasi dan kompetisi dalam sistem demokrasi, serta
konsep siyasah oleh Imam Al-Mawardi, yang menekankan prinsip keadilan,
kemaslahatan, dan musyawarah sebagai fondasi tata kelola negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika terkait putusan ini
mempengaruhi kontestasi dan partisipasi politik dengan membuka ruang bagi lebih
banyak kandidat, sehingga memperkaya pluralisme. Namun, hal ini juga merubah
mekanisme pemilu yang akan datang, seperti urgensi untuk segera merevisi
undang-undang Pemilu sesuai perwujudan prinsip-prinsip yang mendorong
keadilan, kemaslahatan serta musyawarah.

Kata Kunci: Demokrasi, Konstitusi, Politik, Presidential Threshold, Siyasah
Dustiriyah.



ABSTRACT

This study explores issues surrounding the Mahkamah Konstitusi Decision
Number 62/PUU-XXI1/2024 regarding the abolishment of the presidential threshold
on the development of democracy in Indonesia, analyzed through the perspective of
Siyasah Dustiriyyah. The decision eliminates the vote threshold for presidential
candidates, thereby providing broader opportunities for political parties to
nominate candidates, which has the potential to strengthen or reshape the dynamics
of national democracy. The objective of the study is to analyze how this change
affects political contestation and public participation, as well as its alignment with
the principles of justice ('adl), public interest (maslahah), and deliberation (shura).

This research is qualitative in nature, employing a normative-juridical
method, with the Constitutional Courts ruling as the main source. This approach
is combined with Robert Dahls democratic theory, which emphasizes contestation
and competition within a democratic system, and Imam Al-Mawardi's concept of
siyasah, which emphasizes justice, public interest, and deliberation as foundational
principles of state governance.

The research findings indicate that the issues related to this decision
influence political contestation and participation by opening space for more
candidates, thereby enriching pluralism. However, this also alters the mechanisms
of future elections, such as the urgency to promptly revise the Election Law while
still upholding principles that promote justice, public welfare, and deliberation.

Keywords: Democracy, Constitution, Politics, Presidential threshold, Siyasah
Dustiriyah
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam
penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997
dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

‘ Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< ba’ B be
= Ta’ T te
= Sa’ S es (dengan titik di atas)
< Jim J je
< Ha’ H ha (dengan titik di bawah)
< Kha’ Kh ka dan ha
: Dal D de
: Zal Z ze (dengan titik di atas)
- Ra’ R er
) Zai Z zet
= Sin S es
o Syin Sy es dan ye
o= Sad S es (dengan titik di bawah)
= Dad D de (dengan titik di bawah)
= Ta’ T te (dengan titik di bawah)
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& za’ Z zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘Ain ¢ Koma terbalik di atas
4 Gain G ge
= Fa’ F ef

2 Qaf Q qi

. Kaf K ka

J Lam L ‘el

¢ Mim M ‘em

o Nun N ‘en

’ Waw A\ w

’ Ha’ H ha

: Hamzah ¢ apostrof

¢ Ya’ Y ye

I1I. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap
(i ditulis Sunnah
3 ditulis ‘illah
II1. Ta’ Marbitah di akhir kata
a. Bila dimatikan ditulis dengan 4
sl ditulis al-Ma’idah
4l ditulis Islamiyyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke

dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila
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dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis dengan 4.

) 4 i ditulis Mugaranah al-Mazahib
IV. Vokal Pendek
1. — fathah ditulis a
2. —— - kasrah ditulis i
3. | e leee- dammah ditulis u
V. Vokal Panjang
1. Fathah + alif ditulis a
) ditulis Istihsan
2. Fathah + ya’ mati ditulis a
p ditulis Unsa
3. Kasrah + ya’ mati ditulis 1
i ditulis al-‘Alwant
4, Dammah + wawu mati ditulis a
pse ditulis ‘Ulim
VI. Vokal Rangkap
1. Fathah + ya’ mati ditulis ai
PgrS ditulis Gairihim
2. Fathah + wawu mati ditulis au
s ditulis Qaul




VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

Al ditulis a’antum
el ditulis u’iddat

AR ditulis la’in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif +Lam
a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

Ji ditulis Al-Qur’an

udl ditulis al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

iy ditulis ar-Risalah

slud ditulis an-Nisa’

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.
BRIy ditulis Ahl ar-Ra’yi

1 al ditulis Ahl as-Sunnah
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KATA PENGANTAR

e A 4 g
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Gmad] aalaly 4l ey (Gl y sl caal e ANy 8 stially (padlall G dy daai,
b G ¥ Al y s 13aaa & gl y (Dt ya ¥ 5aa 3 ) A Y & g, aliy (i gl
il a5 M) Qledls agas (e adlaialy Al o § saaa e,
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah pedoman puncak dalam penyelenggaraan negara.
Konteks tersebut secara otomatis memaksa bahwa setiap individu, termasuk
pemerintah dan pejabat negara, wajib menghormati hukum. Selain itu, terdapat
kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), yang menjamin bahwa
semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum
tanpa adanya diskriminasi, selaras dengan perlindungan terhadap hak asasi
manusia, yang menjamin kebebasan berpendapat, beragama, serta keadilan
dalam hukum.!

Konsep negara hukum menegaskan bahwa segala aspek
penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan berbangsa harus didasarkan
pada hukum yang adil, demokratis, dan menghormati HAM. Kekuasaan negara
tidak boleh bersifat absolut, melainkan harus dibatasi dan diatur oleh hukum
yang berlaku guna melindungi hak-hak rakyat serta memastikan adanya
keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Indonesia menganut prinsip
supremasi hukum.?

Demokrasi adalah jenis pemerintahan di mana rakyat memegang kendali

atas pemerintahan. Sejak reformasi, demokrasi telah menjadi prinsip

' UU Nomor 39 Tahun 1999.
2 Imam Subechi, “Mewujudkan Negara Hukum Indonesia,” Jurnal Hukum Dan Peradilan
1, no. 3 (2012): 339, https://doi.org/10.25216/jhp.1.3.2012.339-358.



konstitusional terutama di Indonesia, yang menghasilkan berbagai institusi dan
perangkat hukum untuk menjamin keterwakilan langsung rakyat, termasuk
pemilihan presiden. Ketentuan mengenai ambang batas presidensial, yang
merupakan ambang batas perolehan suara atau kursi partai politik di parlemen
yang diperlukan untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden, merupakan
bagian penting dari sistem pemilu presiden Indonesia sesuai Pasal 222 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.?

Ketetapan ini telah menerima banyak kritik dari kalangan akademisi,
praktisi, maupun masyarakat sipil karena dianggap membatasi hak
konstitusional masyarakat, menghambat regenerasi kepemimpinan, serta
mempersempit ruang kompetisi politik secara adil dan demokratis. Pro dan
kontra terhadap keberadaan presidential threshold terus berkembang terutama
dengan pertanyaan besar apakah dengan penerapan tersebut demokrasi
Indonesia menjadi turun, maka jawaban utamanya yaitu sebagian
menganggapnya sebagai cara untuk menjaga stabilitas politik, sementara yang
lain melihatnya sebagai bentuk pembatasan demokrasi. Pendukung presidential
threshold berargumen bahwa aturan ini diperlukan untuk menjaga stabilitas
politik.* Beberapa pihak berpendapat bahwa penghapusan presidential

threshold akan meningkatkan kompetisi yang lebih adil dan demokratis,’

3 UU Nomor 7 Tahun 2017

4 A Ariyadi, “Politik Hukum Presidential Threshold Sebagai Bentuk Pembatasan Partai
Politik,” Jurnal Kewarganegaraan 8, no. 1 (2024): 1069-75,
http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/6511%0Ahttps://journal.upy.ac.id/index.php/pk
n/article/download/6511/3893.

5> J. L. Umagapi, “Wacana Penghapusan Presidential Threshold,” Info Singkat: Pusat
Penelitian Badan Keahlian DPR RI 14, no. 6 (2022): 25-30,
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info Singkat-XIV-6-11-P3DI-Maret-2022-2044.pdf.



sementara yang lain khawatir bahwa tanpa threshold, pemilu bisa menjadi lebih
tidak stabil dengan banyaknya calon yang bersaing, sehingga berpotensi
menimbulkan fragmentasi politik.

Banyak pihak yang berpendapat bahwa ketentuan tersebut membatasi
peluang bagi calon presiden dari partai kecil atau individu dengan potensi
dukungan yang signifikan namun terbatas dalam hal kekuatan politik. Selain
itu, aturan ini juga mendorong partai-partai politik untuk membangun koalisi
sejak awal, yang diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang lebih kuat
dan efektif setelah pemilu.®

Survei Litbang Kompas pada Januari 2025 menunjukkan bahwa 66,1%
responden setuju dengan penghapusan Presidential threshold. Alasan utama
adalah keinginan agar pemilih memiliki lebih banyak pilihan kandidatnya.
Sebaliknya, 31,3% tidak setuju, dengan alasan kekhawatiran akan kebingungan
pemilih akibat banyaknya calon.” Adapula Analisis sentimen publik yang
dipublikasikan oleh Universitas Negeri Yogyakarta juga menemukan bahwa
63% sentimen publik terhadap Presidential threshold bersifat negatif, terutama
karena dianggap menghambat kesempatan calon alternatif dan memperkuat

oligarki politik.®

6 Harlian Satria Wilwatikta., “Efektivitas Sistem Threshold Dalam Presidential Threshold
Di Indonesia,” no. 1 (2025).

7 “Kompas Survey Finds Majority Agree with Abolishing Presidential Threshold,” 2025,
https://www.indoleft.org/news/2025-01-13/kompas-survey-finds-majority-agree-with-abolishing-
presidential-threshold.html?

8 Randa Gustiawan, “Analyzing Public Sentiment on Implementing the Presidential
Threshold in Indonesia * s Presidential Election System” 20, no. 1 (2023): 156—66.



Melalui beberapa uji materi akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK)
mengeluarkan Putusan Nomor 62/PUU-XXI1/2024,° yang secara tegas
menyatakan bahwa Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
bertentangan dengan UUD 1945'! dan tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat, sehingga presidential threshold secara resmi dihapuskan dari sistem
hukum pemilu. Putusan ini menjadi tonggak penting dalam reformasi sistem
pemilihan umum, khususnya dalam mewujudkan demokrasi yang lebih inklusif,
kompetitif, dan representatif. Mahkamah berpendapat bahwa syarat ambang
batas tersebut telah menimbulkan diskriminasi terhadap partai-partai baru dan
memperkuat dominasi oligarki partai politik besar.!?

Mahkamah Konstitusi melakukan judicial review atau pengujian
terhadap pasal'® presidential threshold pencalonan dalam pilpres setidaknya
sebanyak 32 kali, dan dari total perkara tersebut, ada 24 perkara tidak dapat
diterima, 2 perkara ditarik kembali, 5 perkara ditolak, dan 1 perkara dikabulkan
sebagian. Pada Kamis 02 januari 2024 akhirnya MK membatalkan Presidential

threshold secara total. Putusan MK ini menjadi momentum penting untuk

° Putusan MK Nomor 62/PUU-XXI1/2024

10UU Nomor 7 Tahun 2017

' Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

12 Yusvida, Ilma Lailia. Implikasi Hukum Pengaturan Presidensial Threshold Pemilihan
Presiden Dan Wakil Presiden Ditinjau Dari Aspek Keadilan. Diss. Universitas Muhammadiyah
Malang, 2024.

13 Seran, Gotfridus Goris. Kamus pemilu populer: kosa kata umum, pengalaman Indonesia
dan negara lain. Graha Ilmu, 2013.



memperkuat demokrasi indonesia dengan membuka ruang lebih besar bagi
partisipasi publik.'*

Putusan oleh MK tentang penghapusan presidential threshold ini akan
memiliki problematika terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia
terkhusus pada sistem pemilihan presiden. Oleh karena itu perlu dilakukan
sebuah penelitian yang mengkaji problematikanya, karena tidak hanya akan
terjadi perubahan terhadap mekanismenya saja tetapi juga akan membuka ruang
baru terhadap perkembangan demokrasi. Thwal atau konteks penelitian hukum
ini akan melalui pendekatan yuridis-normatif berbasis pada Siyasah

Dustiiriyyah atau peraturan perundang-undangan,'

sesuai dengan prinsip
keislaman. Demokrasi merupakan bentuk artikulasi dari amanah yang diberikan
Tuhan kepada manusia, sehingga kedaulatan rakyat adalah bentuk tanggung
jawab kolektif yang sejalan dengan tauhid.'¢

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang yang disampaikan sebelumnya, peneliti

merumuskan beberapa pertanyaan, di antaranya:
1. Bagaimana problematika Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 62/PUU-

XXII/2024 tentang penghapusan presidential threshold terhadap

pekembangan demokrasi di Indonesia?

14 “Kilas Balik Lebih Dari 30 Kali Pengujian Presidential Threshold,” n.d.,
https://www.hukumonline.com/berita/a/kilas-balik-lebih-dari-30-kali-pengujian-presidential-
threshold-1t677a0c0d719aa/?page=all.

15 Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h.5

16 Nurcholish Madjid, Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah, cet ke 11, (Jakarta:
Yayasan Paramadina, 1995), h. 454



2. Bagaimana analisis yuridis Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 62/PUU-
XXI1/2024 tentang penghapusan presidential threshold terhadap
pekembangan demokrasi di Indonesia ditinjau dalam perspektif Siyasah
Dustiriyyah?

C. Tujuan Penelitian
Merujuk pada rumusan di atas, maka kajian ini ditujukan untuk hal - hal
berikut:

1. Menganalisis problematika Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 62/PUU-
XXII/2024 tentang penghapusan presidential threshold terhadap
pekembangan demokrasi di Indonesia.

2. Menganalisis secara yuridis Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 62/PUU-
XXII/2024 tentang penghapusan presidential threshold terhadap
pekembangan demokrasi di Indonesia ditinjau dalam perspektif siyasah
dustiiriyah.

D. Manfaat Penelitian
Kajian ini berpotensi menyediakan beberapa manfaat, di antaranya
sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
a. Memberikan kontribusi dalam perkembangan demokrasi di Indonesia

terkhusus dalam kajian Siyasah Dusturiyyah.

b. Mempekaya kajian hukum dan penelitian dalam konteks ketatanegaraan.



2. Manfaat Praktis
a. Sebagai syarat tugas akhir (tesis) di Megister [Imu Syari’ah Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
E. Telaah Pustaka

Tesis berjudul “Implikasi Hukum Pengaturan Presidential threshold
dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden” " karya Ilma Lailia
Yusvida (Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang) Tesis ini
mengkaji secara mendalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilu,'® khususnya dari sudut pandang Teori Keadilan John Rawls.
Pendekatan yang digunakan bersifat normatif-yuridis dan konseptual, dengan
fokus pada analisis peraturan dan nilai-nilai keadilan dalam sistem hukum
demokratis Indonesia.

Disertasi doktoral Fajar Ramadhan, berjudul “Studi Komparatif Sistem
Pemilihan Umum Presidential threshold di Indonesia dan Ijtihad Pemilihan
Khalifah oleh ‘Umar bin al-Khattab” ' pada IAI STIBA Makassar. Disertasi
ini membahas secara komparatif mekanisme pemilihan pemimpin dalam
konteks modern dan klasik, yaitu antara sistem presidential threshold dalam
pemilu presiden di Indonesia dan ijtihad politik yang dilakukan oleh ‘Umar bin

al-Khattab dalam proses pengangkatan khalifah penggantinya. Kajian ini

17 Yusvida, Ilma Lailia. Implikasi Hukum Pengaturan Presidensial Threshold Pemilihan
Presiden Dan Wakil Presiden Ditinjau Dari Aspek Keadilan. Diss. Universitas Muhammadiyah
Malang, 2024.

18 UU Nomor 7 Tahun 2017

1 Fajar Ramadhan, D. (2024). Studi Komparatif Sistem Pemilihan Umum Presidential
Threshold di Indonesia dan Ijtihad Pemilihan Khalifah Oleh ‘Umar bin al-Khattab (Doctoral
dissertation, IAI STIBA Makassar).



dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap sistem presidential threshold di
Indonesia yang kerap dianggap membatasi partisipasi politik dan mencederai
prinsip demokrasi substantif.

Artikel yang ditulis oleh Djafar M. A. A. dan Suleman F. berjudul
“Transformasi Demokrasi Indonesia: Penghapusan Presidential threshold

dalam Pandangan Hukum Progresif” *

mengkaji secara kritis wacana
penghapusan ambang batas pencalonan presiden dari perspektif hukum
progresif. Penelitian ini berfokus pada bagaimana sistem presidential threshold
selama ini telah membatasi ruang demokrasi dan melahirkan kompetisi politik
yang sempit. Dalam kerangka hukum progresif, penghapusan presidential
threshold dianggap sebagai bentuk koreksi sistemik terhadap ketimpangan
akses politik. Penulis menyimpulkan bahwa langkah tersebut dapat menjadi
titik awal transformasi demokrasi yang lebih inklusif dan membuka peluang
regenerasi kepemimpinan yang lebih adil.

Artikel "Presidential threshold in The 2024 Presidential Elections:
Implications for The Benefits of Democracy In Indonesia. "oleh Sutopo DKK,*!
mengindikasikan penerapan PT kontraproduktif terhadap prinsip manfaat dan
kemaslahatan penting (dariiriyat) dalam tatanan bernegara. Implikasinya,

partisipasi masyarakat menjadi terkekang, Selain itu, hak para calon pemimpin

potensial, yang merupakan putra-putri terbaik bangsa, untuk maju dalam

20 Djafar, M. A. A., & Suleman, F. (2025). Transformasi Demokrasi Indonesia:
Penghapusan Presidential Threshold Dalam Pandangan Hukum Progresif. Datuk Sulaiman Law
Review (DaLRev), 6(1), 19-27.,” n.d.

21 Sutopo, Umarwan, Achmad Hasan Basri, and Hilman Rosyidi. "Presidential Threshold
in The 2024 Presidential Elections: Implications for The Benefits of Democracy In Indonesia."
Justicia Islamica 21.1 (2024): 155-178.



kontestasi kepemimpinan juga dibatasi oleh adanya aturan ini. Situasi ini
memberikan peluang yang tidak proporsional bagi partai penguasa untuk
mendominasi dan memengaruhi sistem presidensial, baik di ranah legislatif
maupun eksekutif. Dominasi semacam ini pada akhirnya justru bertolak
belakang dengan tujuan awal dari prinsip kemaslahatan.

Artikel yang ditulis oleh Sri Warjiati yang berjudul “Urgensi
Presidential threshold dalam Sistem Pemilihan Umum Serentak di Indonesia ™.
22 Penulis menjelaskan bahwasanya kemunculan presiden treshold
menimbulkan tanggapan pro dan kontra. Pihak yang mendukung melihat bahwa
treshold membuat presiden punya kekuatan parlemen. Sementara itu, pihak
menolak beranggapan bahwa presidential threshold tidak ada lagi relevansinya
untuk diimplementasikan pada Pemilu 2019, sebab berbeda dengan Pemilu
2004 dan 2009 di mana pemilu legislatif dan pemilu presiden tidak terlaksana
secara serentak.

Artikel yang ditulis oleh Mutiara A. E. berjudul “Demokratisasi Pemilu
dan Penguatan Partisipasi Publik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
62/PUU-XXI1/2024" % berangkat dari analisis terhadap putusan MK yang
membatalkan presidential threshold. Artikel ini menyoroti bahwa pembatasan

pencalonan presiden selama ini telah menghambat keterlibatan masyarakat

secara lebih luas dalam proses politik.

22 Sri Warjiyati and Sri Warjiyati, “Urgensi Presidential Threshold Dalam Sistem Pemilihan
Umum Serentak Di Indonesia,” 1945, 175-88.

23 Mutiara, A. E. (2025). Demokratisasi Pemilu Dan Penguatan Partisipasi Publik Pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXI1/2024. Jurnal Yustisiabel, 9(1), 38-51.,” .
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Artikel yang ditulis oleh Dewa Wayan Nugroho berjudul “Analisis
Dampak Sistem Presidential threshold dalam Pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden di Indonesia Terhadap Inklusivitas Politik dan Representasi
Demokratis” menyajikan penelitian yang berorientasi pada keterwakilan politik
dalam sistem pemilihan presiden. Dalam artikelnya, Nugroho menjelaskan
bahwa sistem ambang batas selama ini menyebabkan fragmentasi kekuasaan
dan menghambat terwujudnya pemerintahan yang inklusif. Presidential
threshold dipandang menciptakan kompetisi yang tidak sehat karena hanya
membuka ruang bagi aktor-aktor politik dominan dan menutup peluang calon
dari kalangan independen maupun minoritas politik. Penelitian ini menegaskan
bahwa jika sistem ini dipertahankan, maka prinsip keadilan dalam demokrasi
akan terus terdegradasi.

Artikel yang ditulis oleh Nurcahyani D. L. dan Arsanti M. berjudul
“Mengkaji Putusan Penghapusan Presidential threshold untuk Pemilu
Mendatang” merupakan kajian hukum yang menyoroti dampak normatif dan
praktis dari putusan MK terkait penghapusan ambang batas pencalonan
presiden. Penulis menilai bahwa putusan ini menjadi bentuk koreksi terhadap
regulasi yang diskriminatif dan eksklusif, serta membuka jalan bagi sistem
pemilu yang lebih kompetitif. Selain itu, artikel ini juga membandingkan sistem
pemilu Indonesia dengan negara-negara lain yang tidak menggunakan ambang

batas, guna menunjukkan bahwa demokrasi tetap dapat berjalan stabil tanpa
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pembatasan pencalonan secara kuantitatif. Kajian ini mendukung penguatan
demokrasi berbasis meritokrasi dan keterbukaan akses.**

Artikel yang ditulis oleh Anwar H. dan Saleh M. berjudul “Akibat
Hukum Penghapusan Presidential threshold dalam Pemilihan Berdasarkan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024” membahas
implikasi hukum dari pembatalan sistem ambang batas tersebut. Artikel ini
mengulas dampak langsung terhadap peraturan perundang-undangan, terutama
UU Pemilu, serta perlunya revisi aturan turunan lainnya. Penulis menekankan
bahwa keputusan MK tidak hanya berdampak pada aspek politik elektoral,
tetapi juga menyentuh struktur hukum pemilu nasional secara keseluruhan.
Mereka menyarankan agar pemerintah dan legislatif segera merespons putusan
ini dengan reformasi regulasi pemilu yang lebih demokratis, guna mencegah
kekosongan hukum dan potensi konflik kepentingan di masa mendatang.?

Artikel yang ditulis oleh Rifka Anindya dan Muhammad Ulul Albab
Musafta, berjudul “Presidential threshold : Pengaruh Penerapannya dalam

Perkembangan =~ Demokrasi  Indonesia”.*®

Secara umum menjelaskan
Presidential threshold dinilai efektif menyaring kandidat yang memenuhi

kualifikasi, namun pembatasan pilihan rakyat bukan pendekatan yang ideal.

Namun segi lain, banyak yang menilai bahwa penerapan ambang batas tersebut

24 Nurcahyani, D. L., & Arsanti, M. (2025). Mengkaji Putusan Penghapusan Presidential
Thereshold Untuk Pemilu Mendatang. Jurnal Sosial Dan Sains, 5(5), 1350-1359.,” n.d.

25 Anwar, H., & Saleh, M. (2025). Akibat Hukum Penghapusan Presidential Threshold
Dalam Pemilihan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII1/2024.
AURELIA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia, 4(2), 2467-2477.,” n.d.

26 Rifka Anindya and Muhammad Ulul Albab Musaffa, “Presidential Threshold: Pengaruh
Penerapannya Dalam Perkembangan Demokrasi Indonesia,” IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak
Azazi Manusia 10, no. 2 (2021): 269, https://doi.org/10.14421/inright.v10i2.2942.
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tidak diperlukan karena rakyat Indonesia seharusnya bebas menentukan
pemimpin mereka tanpa dibatasi aturan threshold. Oleh karena itu, MK perlu
melakukan pengujian yang cermat dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi
terkait penerapan Presidential threshold.

Artikel yang di tulis oleh Aji Baskoro dengan judul “Presidential
threshold di Indonesia Dalam Perspektif Maslahah Mursalah”*" Penulis
menyatakan bahwa Pilprres telah melalui perubahan cukup besar. Namun,
sebagian pihak menilai bahwa perubahan tersebut masih menyisakan persoalan,
terutama terkait adanya sistem Presidential threshold yang memunculkan
perdebatan. Sistem ini dianggap sarat kepentingan politik, sehingga
penerapannya dapat menjadi kedok bagi elite politik yang lebih mengutamakan
kepentingan kelompoknya. Jika kondisi tersebut terus berlangsung, maka nilai
maslahah, dan public good bagi bangsa Indonesia justru akan semakin sulit
diwujudkan.

Artikel yang ditulis oleh Sultoni Fikri, Muhammad Firmansyah, dan
Vina Sabina bejudul “Penguatan Sistem Presidensial Melalui Penerapan
Ambang Batas Parlementary Threshold”. *® Artikel ini bertujuan menelaah
penguatan sistem presidensial melalui penerapan threshold parlemen dalam
pemilu. Temuan penelitian menegaskan parliamentary threshold berfungsi

sebagai instrumen penyederhanaan partai politik yang dirancang oleh

27 Aji Baskoro, “Presidential Threshold Di Indonesia Dalam Perspektif Maslahah
Mursalah,” Legislatif 2, no. 2 (2019): 47.

28 Sultoni Fikri, Muhammad Firmansyah, and Vina Sabina, “Penguatan Sistem Presidensial
Melalui Penerapan Ambang Batas Parlementary Threshold,” Jurnal Sosial Humaniora Sigli 6, no. 2
(2023): 51120, https://doi.org/10.47647/jsh.v6i2.1685.
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pemerintah dan DPR guna meningkatkan efektivitas pemerintahan. Ambang
batas parlemen dipandang penting untuk mengonsolidasikan kekuatan partai
dan menopang stabilitas politik, yang pada akhirnya memperkuat otoritas serta
kewibawaan pemerintah dalam membentuk pemerintahan yang stabil.

Artikel berjudul “Presidential threshold: Harapan dan Tantangan
Bacalon Presiden 2024 ditulis oleh Sumardi, Muhammad Lutfi, Mochamat
Nurdin, Baharuddin. ?° Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji tingkat kepuasan
publik terhadap kinerja pemerintah hingga saat ini serta menelaah peluang para
bakal calon pemimpin yang akan bersaing dalam Pemilu 2024. Kebijakan
Presidential ~ threshold dinilai berpotensi memengaruhi keberlanjutan
kepemimpinan yang memiliki latar belakang serta jejaring oligarki serupa
dengan pola politik yang selama ini dijalankan oleh elite dan partai politik.
Akibatnya, guna membangun bangsa maju masih tampak jauh dan belum
sepenuhnya dapat diwujudkan.

Artikel berjudul “Syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Perspektif
Fikih Siyasah™ oleh Vina Khoerul Umah,*® Tulisan ini membahas secara
mendalam persyaratan pencalonan sesuia pasal tersebut melalui pendekatan

fikih siyasah atau fikih ketatanegaraan dalam tradisi Islam. Kajian ini ditujukan

2 Muhammad Lutfi and Mochamat Nurdin, “Presidential Threshold : Harapan Dan
Tantangan Bacalon Presiden 2024 Presidential Threshold : Expectations and Challenges of the
Presidential Candidate 2024 2 (2024): 150—64, https://doi.org/10.47030/jgi.v1il.53.

30 Umabh, Vina Khoerul. "Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Perspektif Fikih Siya> Sah."
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untuk menguji apakah ketentuan hukum positif terkait calon pemimpin nasional
sejalan dengan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam.

Berdasarkan kajian terhadap berbagai artikel ilmiah, tesis dan juga
disertasi terdahulu yang membahas isu presidential threshold, ditemukan
sejumlah persamaan substansial baik dalam tema, arah pemikiran, maupun
kesimpulan yang ditawarkan. Seluruh artikel tersebut memiliki kesamaan
dalam menjadikan presidential threshold sebagai titik fokus kajian, terutama
dalam konteks demokrasi elektoral dan pengaruhnya terhadap kualitas sistem
pemilu di Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa presidential threshold
secara umum dinilai sebagai hambatan struktural dalam demokrasi Indonesia.
Sistem ini dianggap telah membatasi pilihan rakyat, mempersempit kompetisi
politik, dan menghambat munculnya pemimpin alternatif di luar lingkaran
kekuasaan dominan. Sebagian besar penulis mendukung penghapusan threshold
tersebut, baik dari pendekatan yuridis, politik, maupun filosofis.*!

Kebaharuan yang diangkat dalam pembahasan penulis yaitu dimana
pada saat ini presidential threshold dalam sistem pemilihan umum di Indonesia
telah dihapuskan berdasarkan Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 62/PUU-
XXI11/2024.3% Sehingga penghapusan ini akan memiliki pengaruh terhadap
perkembangan demokrasi di Indonesia, kemungkinan utama yang akan terjadi

yaitu akan terjadi persaingan antar calon presiden dengan kandidat yang lebih

31 Muhammad Lutfi and Mochamat Nurdin, “Presidential Threshold : Harapan Dan
Tantangan Bacalon Presiden 2024 Presidential Threshold : Expectations and Challenges of the
Presidential Candidate 2024 2 (2024): 150—64, https://doi.org/10.47030/jgi.v1i1.53.

32 Putusan MK Nomor 62/PUU-XX11/2024
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banyak, serta mekanisme pemilihan yang lebih rumit, sehingga pemilihan
presiden di masa yang akan datang memperbesar upaya, dana, serta tenaga yang
lebih besar. Meskipun demikian, penghapusan presidential threshold ini juga
membawa nilai nilai negara menjadi lebih demokratis, tetap diperlukan juga
sebuah penilaiaan ataupupun penggambaran yang lebih luas menggunakan
sebuah sudut pandang atau sebuah perspektif seperti Siyasah yang berfokus
kepada Siyasah Dustiiriyyah.
F. Kerangka Teoritik
1. Demokrasi
Demokrasi sebagai sebuah sistem politik merupakan mekanisme
pemerintahan di mana kebijakan publik ditetapkan berdasarkan keputusan
mayoritas melalui para wakil rakyat yang diawasi secara efektif oleh
masyarakat. Pengawasan tersebut dilakukan melalui pemilihan umum yang
berlangsung secara berkala, berlandaskan prinsip kesetaraan politik, serta
diselenggarakan dalam kondisi yang menjamin kebebasan politik bagi
seluruh warga negara.®® Legitimasi pemerintahan sangat penting agar
kebijakan dan program yang dijalankan mendapatkan dukungan rakyat.
Tanpa legitimasi, pemerintahan akan kehilangan kepercayaan publik, yang
dapat menghambat stabilitas dan efektivitas dalam menjalankan tugasnya.
Oleh karena itu, partisipasi aktif rakyat dalam proses demokrasi, seperti

pemilu dan pengawasan terhadap pemerintah, menjadi faktor utama dalam

33 Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, and Dikdik Baegaqi Arif, “Demokrasi (Bahan Ajar),”
Demokrasi (Hibah Materi Pembelajaran Konvensional ), 2016, 177-201.
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mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Demokrasi juga
menuntut adanya keseimbangan antara kebebasan rakyat dan tanggung
jawab pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat.

Robert Dahl mendefinisikan demokrasi sebagai “pengambilan
keputusan kolektif oleh warga negara yang memiliki hak suara yang sama,
yang melibatkan sejumlah besar masalah publik, dan dilakukan dengan cara
yang mengizinkan warga negara untuk mempengaruhi keputusan-keputusan
itu.”* Robert Dahl dengan menyatakan bahwa karakteristik utama dari
demokrasi adalah respon yang berkelanjutan dari pemerintah terhadap
preferensi masyarakatnya yang dianggap setara secara politik.>

Robert Dahl menyederhanakan sistem yang demokratis dengan
menggunakan dua variable, yaitu “kebebasan dalam kontestasi publik dan
Jjuga partisipasi publik dalam politik”>" Menurut Robert Dahl, dalam
tataran praktek tidak ada sistem yang benar-besar memberikan kebebasan
penuh dalam kedua variabel tersebut. Dalam kondisi sistem politik yang
bercorak demokrasi, saling silang pendapat merupakan hal yang lumrah.

Dalam sistem demokrasi Pancasila, silang pendapat diselesaikan dengan

musyawarah mufakat. Menurut Robert Dahl, dalam proses demokratisasi

¥Demokrasi  Kita  Harus  Menghasilkan ~ Kesejahteraan ~ Rakyat,  n.d.,
https://www.setneg.go.id/baca/index/demokrasi_kita _harus menghasilkan_kesejahteraan_rakyat.

3 Anugrahdwi, “Demokrasi: Pengertian, Sejarah Dan Contohnya,” n.d.,
https://pascasarjana.umsu.ac.id/demokrasi-pengertian-sejarah-dan-contohnya/.

36 Robert A. Dahl. Demokrasi dan Para Pengkritiknya. Terj. Nurhadi. Jakarta: Yayasan
Obor Indonesia, 2001.

37 Ibid.
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terdapat paling sedikit dua dimensi, yaitu liberalisasi (kontestasi publik) dan
inklusivitas (hak untuk berpartisipasi dalam politik).*

Kontestasi dalam demokrasi adalah suatu proses persaingan yang
terjadi antara berbagai partai politik atau kandidat untuk mendapatkan
dukungan dari masyarakat dalam sebuah pemilihan umum. Kontestasi ini
menjadi salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi karena dengan
adanya persaingan yang sehat, pemilih memiliki banyak pilihan yang
beragam sehingga aspirasi dan kebutuhan berbagai kelompok masyarakat
dapat terwakili secara adil dan seimbang. Melalui kontestasi, demokrasi
berjalan dinamis karena setiap pihak berlomba-lomba menawarkan ide, visi,
dan program kerja yang terbaik untuk rakyat. Namun, penting juga dijaga
agar kontestasi tersebut berlangsung secara adil, transparan, dan bebas dari
praktik curang, sehingga hasilnya benar-benar mencerminkan kehendak
rakyat.>

Partisipasi dalam demokrasi merujuk pada keterlibatan aktif warga
negara dalam proses politik, baik itu melalui memberikan suara dalam
pemilihan umum maupun dalam berbagai bentuk keterlibatan lain seperti
mengikuti diskusi politik, mengawasi jalannya pemilu, dan melibatkan diri
dalam aktivitas sosial politik yang mendukung penyelenggaraan demokrasi.

Partisipasi ini adalah bagian yang sangat penting karena demokrasi tidak

38 Handoko, "Implementasi Nilai Nilai Pancasila Pada Pimpinan Tingkat Nasional Guna
Memantapkan Kehidupan Demokrasi Dalam Rangka Ketahanan Nasional", 2014.

3 Tryana Pipit Muliyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo,
Setiana Sri Wahyuni Sitepu, “Pemilihan Umum Serentak, Pemilih Muda Dan Fikih Good
Governance Kontestasi Dan Dinamika Pemilihan Umum Dalam Negara Demokratis,” Journal
GEEJ 7, no. 2 (2020): 176-98.
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hanya menuntut adanya pilihan politik, tetapi juga keberadaan masyarakat
yang sadar dan aktif dalam menjaga dan mengembangkan sistem politik
tersebut. Dengan partisipasi yang tinggi, masyarakat bukan sekedar objek
dalam proses politik, tetapi subjek penentu arah kebijakan dan legitimasi
pemerintahan. Partisipasi yang aktif dan luas memperkuat demokrasi
dengan menciptakan sistem lebih transparan, akuntabel, dan responsif pada
urgensi kemasyarakat.*’

Kontestasi dan partisipasi memiliki peran yang saling melengkapi
dalam sebuah proses demokrasi yang sehat. Kontestasi menyediakan pilihan
dan mekanisme untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, sementara
partisipasi menjamin bahwa masyarakat secara langsung ikut serta
mengawal dan menentukan hasil serta kualitas demokrasi itu sendiri.

2. Siyasah dustiirtyah

Siyasah Dustiiriyyah merupakan bagian dari kajian Siyasah
Syar’iyyah yang berfokus pada persoalan ketatanegaraan®*! dalam perspektif
Islam. Secara terminologis, Siyasah berarti pengaturan urusan masyarakat,*?
sedangkan Dustiiriyyah berasal dari kata “dustur” yang berarti konstitusi
atau aturan dasar. Siyasah Dusttiriyyah dapat dipahami sebagai konsep tata

kelola negara atau pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip syari’ah.

40 Daud M Liando, “Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan
Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa
Tahun 2014),” Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum 3, no. 2 (2016): 14-28.

41 Igbal, Muhammad. Figh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam. Kencana,
2016.

42 Djazuli, A. Figh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu
Syariah.(2003).
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Konsep ini tidak hanya mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat,
tetapi juga mencakup struktur kekuasaan, pembagian wewenang, serta
prinsip-prinsip normatif dalam menjalankan pemerintahan yang adil dan
maslahat.

Siyasah Dusttriyyah memiliki tujuan utama yaitu mewujudkan
kemaslahatan umum (maslahah 'ammah) yang selaras dengan lima prinsip
pokok dalam Maqashid Asy-Syari’ah, yakni menjaga agama (dien), jiwa
(nafs), akal (agl), keturunan (nasl), dan harta (mal).** Dalam konteks ini,
kekuasaan dipandang sebagai kewajiban yang dijalankan dengan adil, jujur,
dan bertanggung jawab, bukan sebagai alat untuk kepentingan pribadi atau
kelompok.

Siyasah Dusturiyyah mengakui bahwa negara memerlukan hukum
dasar (dustur/konstitusi) yang menjadi rujukan tertinggi dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan relasi kekuasaan. Dalam hal ini,
konstitusi bukan hanya kumpulan norma hukum, melainkan juga kontrak
sosial penjamin keseimbangan antara otoritas dan rakyat,** serta
memastikan bahwa kekuasaan tidak digunakan secara sewenang-wenang.
Islam memberi ruang pembentukan konstitusi selagi tidak bertentangan
dengan prinsip moral Islam. Prinsip syura, sebagai bentuk partisipasi rakyat

pada pemerintahan, dapat diterjemahkan dalam sistem demokrasi

4 Paryadi, “Magqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama,” Cross-Border 4, no.
2(2021): 201-16.

4 Djazuli, A. "Figh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu
Syariah."(2003).
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representatif. Prinsip hisbah sebagai pengawasan sosial terhadap penguasa
dapat diwujudkan melalui lembaga legislatif, yudikatif, dan checks and
balances yang berfungsi untuk menjaga integritas.*

Prinsip fundamental dalam Siyasah Dustiiriyyah menurut Al-
Mawardi adalah keadilan (‘adalah). Al-Mawardi menegaskan bahwa
keadilan merupakan fondasi legitimasi kekuasaan, dan pemimpin yang
zalim akan kehilangan haknya untuk ditaati. Prinsip lain yang dikemukakan
adalah syura’ (musyawarah), yakni proses konsultatif dalam pengambilan
kebijakan, meskipun Al-Mawardi menempatkan syura dalam batasan
fungsional yang tetap berada di bawah otoritas pemimpin.*® Pemimpin harus
memenuhi sejumlah syarat, antara lain adil, cakap dalam mengelola urusan
publik, memiliki ilmu agama yang memadai, serta mampu menjaga
stabilitas umat.

Al-Mawardi menjelaskan bahwasanya kedaulatan tetap berada di
tangan Allah, tetapi dilaksanakan oleh manusia melalui lembaga
kepemimpinan dengan peryataan sebagi berikut: Menunjuk seorang imam
bagi masyarakat adalah kewajiban, karena dengan keimaman itulah hukum-
hukum umat dapat ditegakkan, kepentingan mereka diatur, perpecahan

disatukan, keamanan terwujud di jalanan, dan kemenangan dapat diraih. 4’

4 Fodhi, A. S., Lestari, E., Nuramalina, T. F., & As-Syifa, G. R. (2024). Pentingnya
Pemisahan Kekuasaan Dalam Mempertahankan Pemerintahan Yang Seimbang. Jurnal Hukum,
Politik Dan Ilmu Sosial, 3(3), 26-37.

4% Armedi, M.. Tinjauan Figh Siyasah Terhadap Kepemimpinan dalam Islam dan
Pemikiran Politik Al Mawardi (2022).

47 Al-Mawardi. Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah. Edited by Ahmad
Mubarak al-Baghdadi. Beirut: Dar al-Kutub al-‘IImiyyah, 1983.
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Siyasah Dustiiriyyah dalam bingkai pemikiran Al-Mawardi
bukanlah semata-mata wacana teologis, tetapi juga tawaran sistem
ketatanegaraan yang rasional dan aplikatif. Konsep-konsepnya
menunjukkan bahwa Islam memiliki landasan normatif dan struktural yang
memadai untuk membangun pemerintahan yang adil, akuntabel, dan

t.4® Sehingga, gagasan Al-Mawardi tetap relevan sebagai inspirasi

maslaha
untuk mengembangkan model pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai-

nilai etik, hukum, dan pelayanan publik berdasarkan ajaran Islam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau [library
research, dimana metode penelitian mengandalkan data dari berbagai
sumber pustaka untuk memecahkan masalah penelitian.** Deskriptif-
analisis dipilih sebagai metode analisis dengan memanfaatkan rujukan yang
bersumber dari undang-undang, buku, artikel jurnal hingga rujukan yang
bersumber dari kepustakaan dengan keterkaitan atas penyusunan penelitian
dengan tujuan mengoptimalkan penelitian “Problematika Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XX11/2024 Tentang Penghapusan

Presidential threshold di Indonesia”.

4 Muthalib, S. A., & bin Mohd Pauzi, M. F. R.. Siyasah Dusturiyyah Sebagai Sistem

Perpolitikan Dalam Al-Qur’an. Tafse: Journal of Qur'anic Studies, 4(2), 150-166. (2019)

4 Zed, Mestika. Metode penelitian kepustakaan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008.
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Sifat Penelitian

Penelitian ini mendeskripsikan persoalan atau fokus utama yaitu
analisis terkait problematika putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
62/PUU-XXI1/2024 tentang penghapusan Presidential threshold terhadap
perkembangan demokrasi di Indonesia dengan kacamata demokrasi serta
sudut pandang lainya yaitu dari perspektif Siyasah Dustiiriyyah. Sehingga
penelitian ini menjadi bersifat deskriptif-analitis dengan cara
mengambarkan atau mendeskripsikan kemungkinan-kemungkinan yang
relevan dengan konsep-konsep hukum.*
Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana dalam
penelitian hukum yuridis-normatif, pendekatan kualitatif dapat digunakan
untuk mempelajari bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, bagaimana
masyarakat berinteraksi dengan hukum, dan juga bagaimana hukum
mempengaruhi perilaku sosial.>!
Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, sehingga data-data
yang akan dianalisis bersumber dari literatur-literatur yang terkait dengan
tema pembahasan yaitu sumber sumber hukum yang relevan. Adapun

sumber data dalam penelitian ini akan dibagi menjadi berikut:

30 Nurul Qamar, et.all, Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods), (Makassar:

CV. Social Pokitic Genius (Sign), 2017), hlm. 6.

Jurnal

3! Dadang Sumarna and Ayyub Kadriah, “Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris,”
Penelitian Serambi Hukum 16, no. 02 (2023): 101-13,

https://doi.org/10.59582/sh.v16i102.730.
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a. Sumber Premier
Sumber data premier dalam penelitian ini adalah bahan pokok
penelitian yang didalamnya mencakup sebagai berikut:

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 .3

2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.>

3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum
Presiden Dan Wakil Presiden.>*

4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXI1/2024.%

5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum,>®

6) Buku Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, Oleh
Imam al-Mawardi.>’

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berasal dari naskah

akademik terutama pasca penghapusan Presidential threshold ataupun
literatur lain guna mendukung sumber premier dan menyelesaikan
analisis terkait penelitian yang dilakukan.

22 UUD 1945

33 UU Nomor 7 Tahun 2017.

3 UU Nomor 42 Tahun 2008

55 Putusan MK Nomor 62/PUU-XX11/2024
56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023
37 Al-Mawardi, Imam. Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam. Qisthi

Press, 2016.
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c. Sumber Tersier
Sumber data tersier dalam penelitian ini adalah sumber data
pelengkap seperti kamus istilah hukum, kamus terjemah bahasa, ataupun
kamus ekskolopedia dan kamus pelengkap sebagai penujang penelitian.
5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data didalamya terdapat metode analisis yang
menjadi kunci penentu keberhasilan suatu penelitian, karena pada tahap ini
peneliti mengolah data untuk menyusun bahan-bahan hukum yang akan
digunakan. Tujuannya adalah untuk mempermudah analisis data dalam
konteks konstruksi.’®
Langkah pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara
menganalisis konten, kemudian di verifikasi hingga pada akhirnya ditarik
kesimpulan dari umum-khusus dengan menitik beratkan kepada segala
informasi kepustakaan sehingga dapat menjawab secara analisis deskriptif
terkait problematika putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-
XXI1I/2024 tentang penghapusan Presidential threshold terhadap
perkembangan demokrasi di Indonesia ditinjau dalam perspektif Siyasah
Dustariyyah.
H. Sistematika Pembahasan
Sistematika dalam penyusunan penelitian berperan penting untuk

mengatur serta menyelaraskan isi pembahasan secara menyeluruh sejak awal

38 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 1986), hlm. 252.
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hingga akhir. Oleh sebab itu, penelitian ini disusun ke dalam sejumlah bab
sebagai berikut:

BAB 1, berisi pendahuluan dimana pada bab ini terdiri dari pada latar
belakang yang menguraikan argumentasi, dinamika hingga pentingnya
penelitian dilakukan. Setelah itu memaparkan tujuan dari pada penelitian dan
kegunaannya, serta juga menguraikan telaah pustaka, kerangka teoritik yang
dipergunakan, penggunaan metode penelitian dan sistematka pembahasan.

BAB II, berisi tentang pengenmbangan kerangka teoritik dari demokrasi
dan Siyasah Dustiiriyyah. Sub bab pembahasan didalamya berisi teori
demokrasi dengan bagiannya yaitu pengertian. macam-macam, dan juga
prinsip-prinsi dari demokrasi serta konsep Presidential Threshold. Kemudian,
dilanjutkan juga dengan teori Siyasah Dustliriyyah yang berisi pengertian,
macam-macam model Siyasah Dusturiyyah yang lebih memperjelas tentang
gagasan demokrasi dalam Siyasah, dan diakhiri dengan prinsip-prinsip Siyasah
Dustiiriyyah yang berupa keadilan, kemaslahatan dan juga musywarah.

BAB IlI, pada bab ini membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
62/PUU-XXI1/2024 tentang penghapusan presidential threshold. Sub bab
pertama yaitu Kasus Posisi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-
XX11/2024 tentang Penghapusan presidential threshold, dilanjutkan sub bab ke-
dua yaitu dinamika tentang presidential threshold dalam kehidupan demokrasi
di Indonesia, terakhir dilanjutkan dengan membahas Pro-Kontra terkait
penghapusan presidential phreshold dalam kehidupan demokrasi di Indonesia

serta tanggapan dari beberapa narasumber terkait putusan tersebut.
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BAB 1V, pada bab ini berisi analisis terkait problematika Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXI1/2024,%° tentang penghapusan
presidential threshold terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia, serta
analisis yuridis dengan perspektif Siyasah Dusturiyyah

BAB V, bab ini merupakan bab penutup yang didalamnya berisikan
dengan Kesimpulan serta saran baik kepada pembaca penelitian ini, atau kepada

pihak pihak yang terkait.

39 Putusan MK Nomor 62/PUU-XX11/2024.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rangkaian penelitian dan analisis pada bab sebelumnya

maka dapat disimpulkan:

1.

Problematika terkait Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 62/PUU-
XXI1/2024 Tentang Penghapusan Presidential threshold terhadap
perkembangan demokrasi di Indonesia:

a. Hilangnya pelanggaran hak politik dan partisipasi demokratis

on

. Hilangnya diskriminasi partai

. Munculnya calon alternatif

o

o,

. Perlunya revisi Undang-Undamg Pemilu

e. Mekanisme pemilu makin rumit,

Analisis yuridis Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 62/PUU-XXI1/2024
Tentang Penghapusan Presidential threshold terhadap perkembangan
demokrasi di Indonesia Perspektif Siyasah Dustiiriyyah yaitu :

Secara historis masa Nabi dan era Islam klasik, belum dikenal
konsep presiden maupun presidential threshold karena struktur politik Arab
masih berbasis kepemimpinan kolektif dan musyawarah antar suku.
Pemimpin dipilih melalui kesepakatan para tokoh demi kemaslahatan umat,
bukan melalui sistem pemilu modern. Sedangkan dalam konteks negara

demokrasi kontemporer, posisi presiden dapat dipahami sebagai analogi

127



128

khalifah, sehingga prinsip syura, keadilan, dan tanggung jawab moral
pemimpin tetap relevan untuk menilai praktik politik modern.

Menurut Imam al-Mawardi bahwa pemerintahan yang ideal harus
berdiri di atas tiga prinsip utama: keadilan dalam pelaksanaan kekuasaan,
kemaslahatan sebagai orientasi kebijakan, dan musyawarah sebagai
mekanisme pengambilan keputusan. Ketiga prinsip ini dapat digunakan
untuk membaca putusan yang menghapus presidential threshold.

Pertama, aspek keadilan diwujudkan dari dibatalkannya ambang
batas pencalonan presiden secara langsung dan tidak aja lagi jaminan figur
kuat dengan dukungan DPR sehingga ruang pencalonan presiden menjadi
lebih inklusif dan memberi kesempatan yang sama bagi seluruh partai tanpa
diskriminasi berdasarkan hasil pemilu sebelumnya. Namun hal tersebut juga
berpotensi menimbulkan dinamika politik nasional baru.

Kedua, unsur musyawarah tercermin dari proses deliberatif para
hakim Mahkamah Konstitusi dalam mencapai keputusan yang seimbang
dan mempertimbangkan berbagai aspek kepentingan publik. Lebih dari itu,
musyawarah juga akan diterapkan guna pembahasan terkait dengan
perubahan regulasi pemilihan umum yang akan datang.

Ketiga, prinsip kemaslahatan dimana putusan tersebut meningkatnya
partisipasi politik, menguatnya demokrasi yang lebih terbuka, serta
terhindarnya konsentrasi kekuasaan pada kelompok tertentu. Secara

keseluruhan, putusan ini berpotensi memperkuat stabilitas sosial dan
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mendorong sistem politik yang lebih adil dan responsif terhadap

kepentingan rakyat.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1.

Kepada Partai Politik dan Calon Presiden, perlu mendorong keterlibatan
aktif partai kecil maupun partai baru melalui program pendidikan politik
yang inklusif, sebagai respons terhadap hilangnya hambatan diskriminatif
pasca penghapusan ambang batas.

Kepada Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu (KPU), perlu memperkuat
regulasi pemilu serentak guna menjamin kepastian dan kemaslahatan
pelaksanaannya.

Kepada Masyarakat dan Pemilih. perlu ditingkatkan edukasi mengenai
pentingnya partisipasi demokratis yang sejalan dengan nilai musyawarah,
misalnya melalui forum-forum diskusi publik dan literasi politik.

Kepada akademisi dan pembaca yang tertarik pada kajian sistem pemilu,
konfigurasi kekuasaan, dan ilmu Syari’ah, penelitian ini diharapkan bisa
melengkapi pengembangan studi yang lebih luas serta penelitian lanjutan

disarankan meninjau isu presidential threshold melalui pendekatan lain.
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